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TENTANG

TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI "LEMIGAS"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI SUMBERDAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, perlu menetapkan tata kelola
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak
dan Gas Bumi "LEMIGAS" sebagai instansi pemerintah
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata
Kelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
"LEMIGAS";

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18
Oktober 2011;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman
Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi
Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1022);

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.05/2009
tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Pusat
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas
Bumi “LEMIGAS” pada Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral sebagai Instansi Pemerintah yang
Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;
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9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.05/2012
tanggal 3 September 2012 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” pada
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN
UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI "LEMIGAS".

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi
di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktifitas.

2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah pola
pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
"LEMIGAS" yang selanjutnya disebut PPPTMGB "LEMIGAS" adalah
salah satu instansi pemerintah di bawah Badan Penelitian dan
Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.

4. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut RBA,
adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.

5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang energi dan sumber daya mineral.
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BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

PPPTMGB "LEMIGAS" melaksanakan pelayanan jasa penelitian dan
pengembangan di bidang minyak dan gas bumi kepada masyarakat
industri minyak dan gas bumi.

Pasal 3

Pelayanan jasa penelitian dan pengembangan di bidang minyak dan gas
bumi pada PPPTMGB "LEMIGAS" dilaksanakan dengan pola pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 4

Pelayanan jasa penelitian dan pengembangan di bidang minyak dan gas
bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi kegiatan yang
terdiri atas:

a. eksplorasi minyak dan gas bumi;

b. eksploitasi minyak dan gas bumi;

c. proses pengolahan minyak bumi dan produk turunannya;

d. aplikasi produk hasil pengolahan minyak dan gas bumi; dan

e. teknologi gas bumi.

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

Dalam melaksanakan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan
teknologi di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, organisasi BLU PPPTMGB "LEMIGAS" terdiri atas :

a. Pejabat Pengelola;

b. Dewan Pengawas; dan

c. Satuan Pemeriksaan Intern.
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Bagian Kedua

Pejabat pengelola

Pasal 6

Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri
atas:

a. Pemimpin;

b. Pejabat Keuangan; dan

c. Pejabat Teknis.

Pasal 7

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah pejabat
yang memimpin BLU PPPTMGB "LEMIGAS" yang berfungsi sebagai
penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 8

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai kewajiban:

a. menyiapkan rencana strategis bisnis;

b. menyiapkan RBA tahunan;

c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai
dengan ketentuan yang berlaku; dan

d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan
keuangan.

Pasal 9

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara ex-officio dijabat
oleh Kepala PPPTMGB "LEMIGAS" yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 10

Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan BLU
PPPTMGB "LEMIGAS".

Pasal 11

Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkewajiban:

a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;

b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;

c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
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d. menyelenggarakan pengelolaan kas;

e. melakukan pengelolaan utang-piutang;

f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi;

g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan

h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 12

Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara ex-officio
dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha PPPTMGB "LEMIGAS".

Pasal 13

Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan teknis BLU
PPPTMGB "LEMIGAS" yang terdiri atas:

a. Pejabat Teknis Eksplorasi;

b. Pejabat Teknis Eksploitasi;

c. Pejabat Teknis Proses;

d. Pejabat Teknis Aplikasi Produk; dan

e. Pejabat Teknis Teknologi Gas Bumi.

Pasal 14

Pejabat Teknis Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a
berkewajiban:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang eksplorasi minyak
dan gas bumi;

b. melaksanakan kegiatan evaluasi lahan minyak dan gas bumi,
stratigrafi, sedimentologi, pencitraan bawah permukaan, sistem
hidrokarbon, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis sesuai
RBA; dan

c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang eksplorasi
minyak dan gas bumi.

Pasal 15

Pejabat Teknis Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b
berkewajiban:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang eksploitasi minyak
dan gas bumi;

b. melaksanakan kegiatan teknologi pemboran, produksi, evaluasi
formasi, reservoar, dan peningkatan pengurasan sesuai RBA; dan
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c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang eksploitasi
minyak dan gas bumi.

Pasal 16

Pejabat Teknis Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c
berkewajiban:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang proses pengolahan
minyak bumi dan produk turunannya;

b. melaksanakan kegiatan teknologi proses separasi, teknologi proses
konversi dan katalisa, analitik dan kimia terapan, bioteknologi,
enjinering dan pemodelan, serta teknologi lingkungan sesuai RBA; dan

c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang proses
pengolahan minyak bumi dan produk turunannya.

Pasal 17

Pejabat Teknis Aplikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf d berkewajiban:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang aplikasi produk hasil
pengolahan minyak dan gas bumi;

b. melaksanakan kegiatan teknologi formulasi dan blending pelumas,
bahan bakar minyak, dan bahan bakar gas sesuai RBA; dan

c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang aplikasi
produk hasil pengolahan minyak dan gas bumi.

Pasal 18

Pejabat Teknis Teknologi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 huruf e berkewajiban:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang teknologi gas bumi;

b. melaksanakan kegiatan teknologi pemanfaatan, analisis, separasi,
transportasi gas bumi, dan kegiatan tekno ekonomi sesuai RBA; dan

c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang teknologi gas
bumi.

Pasal 19

Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, secara ex-officio
dijabat oleh:

a. Pejabat Teknis Eksplorasi yaitu Pejabat Fungsional yang
mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
teknologi di bidang eksplorasi minyak dan gas bumi;
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b. Pejabat Teknis Eksploitasi yaitu Pejabat Fungsional yang
mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
teknologi di bidang eksploitasi minyak dan gas bumi;

c. Pejabat Teknis Proses yaitu Pejabat Fungsional yang
mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
teknologi di bidang proses minyak bumi;

d. Pejabat Teknis Aplikasi Produk yaitu Pejabat Fungsional yang
mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
teknologi di bidang aplikasi produk minyak dan gas bumi; dan

e. Pejabat Teknis Teknologi Gas Bumi yaitu Pejabat Fungsional yang
mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
teknologi di bidang gas bumi.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 20

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
berkewajiban:

a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri
Keuangan mengenai Rencana Strategis, RBA yang diusulkan oleh
Pejabat Pengelola BLU PPPTMGB "LEMIGAS";

b. melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi
gejala penurunan kinerja BLU PPPTMGB "LEMIGAS";

c. mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan, memberikan
pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan
mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan
BLU PPPTMGB "LEMIGAS";

d. memberikan pendapat dan saran kepada Pejabat Pengelola dalam
melaksanakan pengelolaan BLU PPPTMGB "LEMIGAS"; dan

e. memberikan masukan, saran, dan/ atau tanggapan atas laporan
keuangan dan laporan kinerja BLU PPPTMGB "LEMIGAS" kepada
Pejabat Pengelola BLU PPPTMGB "LEMIGAS".

Pasal 21

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertanggung
jawab kepada Menteri.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah
ganjil sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan
dengan nilai omzet dan/atau nilai aset serta kebutuhan, yang meliputi
:
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a. Unsur pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

b. Tenaga ahli di bidang minyak dan gas bumi; dan

c. Unsur pejabat Kementerian Keuangan.

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
seorang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(4) Tenaga ahli di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang
berkaitan dengan kegiatan minyak dan gas bumi, serta dapat
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
dan

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah
dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau
Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah
sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
mengakibatkan kerugian negara.

Pasal 22

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan
oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Dewan Pengawas belum ditetapkan, pengawasan terhadap
pelaksanaan pengelolaan BLU PPPTMGB "LEMIGAS" dilakukan oleh
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber
Daya Mineral sampai dengan ditetapkannya Dewan Pengawas yang
definitif.

Pasal 23

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 24

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan
kewenangannya, setelah masa jabatan Anggota Dewan Pengawas
berakhir.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa
jabatannya oleh Menteri atas persetujuan Menteri Keuangan.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila anggota
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti:

a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
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b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLU;

d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana
kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya
dalam melaksanakan pengawasan atas BLU; atau

e. berhalangan tetap.

Pasal 25

(1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dilakukan penggantian
anggota Dewan Pengawas.

(2) Penggantian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan
Pengawas yang diganti.

Bagian Keempat

Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 26

(1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c berkedudukan di bawah Pemimpin BLU “LEMIGAS”.

(2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkewajiban melakukan pemeriksaan operasional administrasi dan
keuangan pada BLU PPPTMGB “LEMIGAS”.

Pasal 27

(1) Jumlah Anggota Satuan Pemeriksaan Intern berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja.

(2) Anggota Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen.

(3) Anggota Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus memiliki kompetensi dalam bidang pengawasan dan
pengendalian.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Pegawai BLU PPPTMGB “LEMIGAS” terdiri atas Aparatur Sipil Negara
dan/atau tenaga profesional non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
kebutuhan BLU PPPTMGB “LEMIGAS”.
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Pasal 29

Syarat pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai
BLU PPPTMGB “LEMIGAS” yang berasal dari Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLU PPPTMGB
“LEMIGAS” yang berasal dari tenaga profesional non Aparatur Sipil
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diatur oleh Pemimpin
BLU PPPTMGB “LEMIGAS” sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pengangkatan pegawai BLU PPPTMGB “LEMIGAS” sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 yang berasal dari non Aparatur Sipil Negara
dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat
Teknis, dan Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a dan huruf c wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan PPPTMGB “LEMIGAS” sesuai
dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, dan Satuan Pemeriksaan Intern
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLU PPPTMGB
“LEMIGAS”.

Pasal 33

Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, dan Satuan Pemeriksaan Intern
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertanggung jawab memimpin,
mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

(1) Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, dan Satuan
Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib
mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
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(2) Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas bawahan,
maka Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, dan Satuan
Pemeriksaan Intern wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah
mendapatkan arahan dari masing-masing atasannya.

Pasal 35

Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, dan Satuan Pemeriksaan Intern wajib
memberikan laporan berkala kepada Pemimpin BLU PPPTMGB
"LEMIGAS".

Pasal 36

Dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya,
Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, dan Satuan Pemeriksaan
Intern wajib mengadakan rapat secara berkala

Pasal 37

Pemimpin BLU PPPTMGB "LEMIGAS" wajib menyampaikan laporan secara
berkala kepada Menteri dan Menteri Keuangan, dengan tembusan kepada
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya
Mineral dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 2922 K/73/MEM/2010 tanggal 10 Desember
2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum
Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas
Bumi "LEMIGAS" Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan
Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2014

MENTERI ENERGI

SUMBERDAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


